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ABSTRAK

Dalam era globalisasi dan perdagangan bebas, perhatian terhadap
perlindungan konsumen semakin meningkat. Dorongan kemajuan teknologi dan
informatika yang telah memperluas transaksi barang dan jasa yang ditawarkan
tersebut bervariasi baik produk dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini tentu
saja bermanfaat bagi konsumen, karena kebutuhannya dapat dipenuhi dengan
jumlah dan jenis barang yang bervariasi. Namun, dapat pula mengakibatkan
kedudukan pelaku usaha dan konsumen tidak seimbang, dalam hal ini konsumen
berada pada posisi yang lemah.oleh karenanya sebagaimana disebutkan dalam
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa
masyarakat dalam kedudukunnaya sebagai konsumen memiliki hak untuk
dilindungi. Sebagaiman kasus yang terjadi di Desa Karanglo Kidul akibat ledakan
gas LPG subsidi Pemerintah. Pertamina menyebutkan penggunaan LPG adalah
lebih aman, hemat, mudah dan bersih. Kalim tersbut tidak benar karena sekarang
ini banyak muncul kasus ledakan LPG. Sesuai dengan UUPK Pasal 4
menyebutkan hak konsumen untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan dan
keselamatan dalam menggunakan suatu produk. Oleh karenanya dari
permasalahan tersebut muncul beberapa pokok masalah, yaitu bagaimana hak-hak
konsumen korban ledakan gas LPG menurut peraturan perundang-undangan?
Dan, bagaimana hak-hak konsumen korban ledakan gas LPG dalam tinjauan
hukum islam?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan normatif
dan yuridis. Pendekatan normatif ini digunakan untuk melihat aturan-aturan
hukum perlindungan hak-hak konsumen dengan menggunakan kaedah-kaedah
atau prinsip-prinsip yang ada dalam hukum islam yang ada dalam al-Qur’an dan
ushul figh. Sedangkan dari segi yuridis, pendekatan ini berfungsi untuk melihat
objek hukum yang bersangkutan, karena berkaitan dengan produk perundang-
undangan yaitu Undang-undang Perlindungan konsumen No. 8 tahun 1999 yang
di dalamnya juga memuat tentang hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha.
Sedang teknik pengumpulan data yang diperlukan adalah data primer dan data
sekunder, data primer diperoleh langsung melalui wawancara dengan subjek
penelitian sedang data skunder diperoleh dari data kepustakaan. Analisis data
yang dilakukan yaitu dengan mengumpulkan data sekunder yang telah diperoleh
dan disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kuantitatif. Analisis
secara kuantitatif dilakukan untuk menjawab permasalahan yang ada di dalam
skripsi ini.

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa konsumen sebagaimana
yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen, korban ledakan LPG yang terjadi di Desa Karanglo Kidul telah
mendapatkan haknya untuk mendapat ganti rugi sebagai tanggung jawab pelaku
usaha. Juga dalam hukum Islam hal itu dibenarkan, karena pemerintah yang
mengeluarkan kebijakan tersebut maka pemerintah harus bertanggung jawab
dengan apa yang terjadi sehubungan dengan ledakan LPG yang diberikannya
kepada warga Karanglo Kidul.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi dan perdagangan bebas, perhatian terhadap
perlindungan konsumen semakin meningkat. Dorongan kemajuan teknologi
dan informatika yang telah memperluas transaksi barang dan jasa yang
ditawarkan tersebut bervariasi baik produk dalam negeri maupun luar negeri.
Hal ini tentu saja bermanfaat bagi konsumen, karena kebutuhannya dapat
dipenuhi dengan jumlah dan jenis barang yang bervariasi. Namun, dapat pula
mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen tidak seimbang, dalam
hal ini konsumen berada pada posisi yang lemah. Suatu kenyataan bahwa,
pola konsumsi masyarakat Indonesia saat ini justru banyak ditentukan oleh
pelaku usaha, dan bukan oleh konsumen sentfiglalui kekuatan promosi,
pelaku usaha mampu menciptakan pemahaman kepada konsumen akan
kehebatan suatu produk, bahkan menjadikan konsumen sangat bergantung
pada produk tersebut. Ini dapat dilihat dari ketergantungan masyarakat pada

produk air minum, kosmetika, makanan, minuman sehat, dan sebagainya.

! Agus Brotosusilo, Mak-hak Produsen dalam Hukum Perlindungan Konstimen
Majalah Hukum dan Pembangunan, edisi Oktober 1992. (Jakarta: Fakultas Hukum Ul, 1992), him.
13.

2 Bagir Manan. Perspektif Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indoheslakalah
Seminar Nasional Perlindungan Konsumen Dalam Era Pasar Bebas, (Surakarta: Fakultas Hukum
UNS, 1997), him. 4.



Salah satu hak yang dimiliki oleh anggota masyarakat, ialah
memperoleh perlindungan dalam kedudukannya sebagai konsumen. Hal ini
sangat wajar mengingat kedudukan tersebut terjadi akibat dari adanya
interaksi pihak lain, yang antara lain di antara para pihak secara prinsip
mempunyai kepentingan berbedaDalam hal ini, pihak konsumen
berkepentingan untuk memperoleh manfaat yang sebaik mungkin atas barang
dan jasa yang dikonsumsiny/aedangkan produsen barang maupun pemberi
jasa atau pelaku usaha berkepentingan untuk memperoleh keuntungan dari
produk atau jasa yang dijualnya. Berdasarkan perbedaan dasar kepentingan
antara konsumen dan pelaku usaha, maka kemungkinan timbulnya persoalan
akibat adanya benturan kepentingan menjadi terb@w@dah banyak contoh
kasus yang merugikan konsumen terjadi di Indonesia. Selanjutnya, menurut
pemantauan dan pengamatan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI),
nasib konsumen Indonesia memang sangat memperihatinkan.

Terkait dengan analog di atas, terdapat poster petunjuk penggunaan
liquefied petroleum gas(LPG) terbitan Pertamina yang menyebutkan
keuntungan menggunakan LPG yaitu lebih mudah dan hemat, lebih aman, dan

lebih bersih. Klaim bahwa LPG lebih aman akhir-akhir ini terusik dengan

® Hady Evianto, Mukum Perlindungan Konsumen Bukanlah Sekedar Keinginan
Melainkan Suatu KebutuhgrMajalah Hukum dan Pembangunan. Edisi Desember 1986. (Jakarta:
Fakultas Hukum Ul 1986), him. 6.

* Parsetyo Hadi PurwandokoPé&negakan Hukum Perlindungan Konsutnéviakalah
Seminar Nasional Perlindungan Konsumen dalam Era Pasar Bebas. (Surakarta: Fakultas Hukum
1997), him. 22.

® Gunawan Wijaya dan Ahmad YanHtikum tentang Perlindungan Konsurie@dakarta:
Gramedia, 2000), him. 60.



terjadinya serangkaian ledakan tabung LPG akibat kebocoran tabung atau
selang juga akibat kerusakan kompor atau regulator. Ledakan tabung LPG
telah menimbulkan luka di mata korban karena kehilangan nyawa dan harta
benda. Sementara itu, bagi kebanyakan konsumen pengguna LPG, yang saat
ini telah mencapai 45 juta konsumen, menimbulkan tanya, benarkah LPG
aman sebagaimana yang diklaim Pertamina.

Disebutkan dalam contoh kasus, sebuah ledakan gas LPG yang
menelan korban, kali ini korban merupakan pasangan suami istri asal Desa
Karanglo Kidul, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo. Kedua orang
tersebut mengalami luka bakar hampir di sebagian anggota badannya. Kedua
orang yang menjadi korban adalah Fitri (22) yang tengah mengandung 8
bulan dan suaminya, Asmuni (28) tahun. Saat ini tengah mendapatkan
perawatan intensif di UGD RSUP dr Sudono Madiun. Kondisi paling parah
dialami Fitri. Hampir sekujur tubuhnya gosong dan tidak sadarkan diri,
sementara Asmuni hanya mengalami luka pada bagian kaki dan sebagian
tangan® Kasus lain juga terjadi di Malang, kali ini empat orang yang tak lain
satu keluarga terluka bakar akibat tersambar api yang berasal dari tabung
LPG di dalam rumahnya meledak, Selasa (6/7/2010) siang. Keempat korban
adalah Tarsit (50), Ismiati (25), Dwi Maisaroh (3), serta Nabilatul Ahadiyah

(6). Keempatnya adalah warga Dusun Krajan, Desa Sumberejo RTO7/RWO02,

®Rindhu Dwi Kartika, “Alat pengaman LPG”,
“http://alatpengamanelpiji.wordpress.com/”, akses 15 Februari 2011



Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang. Mereka terdiri dari Kakek, Ibu
dan dua anak kandungnya.

Padahal, menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen, konsumen berhak atas kenyamanan,
keamanan dan keselamatan selama menggunakan suatu produk. Lebih lanjut
dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun
2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Perlindungan Konsumen pada Kegiatan
Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi juga diatur tentang indikator perlindungan
konsumen, yaitu (1) Adanya jaminan ketersediaan produk; (2) Adanya standar
dan mutu produk; (3) Keselamatan, keamanan, dan kenyamanan; (4) Harga
pada tingkat yang wajar; (5) Kesesuaian takaran/volume/timbangan; (6)
Jadwal waktu pelayanan; (7) Adanya prosedur dan mekanisme penanganan
pengaduan konsumen.

Apa yang salah dengan serangkaian peristiwa ledakan tabung LPG?
Dari aspek regulasi, untuk lingkungan kerja sudah ada UU No. 1 Tahun 1970
tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Dalam bab m pasal 3 ayat 1
diatur tentang upaya yang harus dilakukan dalam mencegah dan mengurangi
bahaya peledakan. Kemudian terhadap risiko ledakan yang timbul akibat
bejana tabung bertekanan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Tanaga
Kerja No. 01/Men/1982 tentang bejana tekan. Bahwa setiap bejana tabung

bertekanan, sebelum dipakai atau dipasarkan, terlebih dulu harus melalui

"Bram Yoga Kiswara, “Alat pengaman LPG,
“http://alatpengamanelpiji.wordpress.com/”, akses 15 Februari 2011



proses pengujian hidrostatik di laboratorium untuk selanjutnya mendapat
sertifikasi kelayakan dari Departemen Tenaga Kerja (sekarang Kementerian
Tenaga Kerja).

Oleh karena itu, semua tabung LPG yang beredar di pasar harus bisa
ditelusuri, tidak hanya ihwal pabrikan yang memproduksi tabung LPG, tetapi
juga informasi tentang kapan dan di mana tabung tersebut diuji serta nomor
sertifikat kelayakan dari Kementerian Tenaga Kerja. Selama ini, dalam
pelabelan tabung LPG 3 kilogram, hanya ada informasi tentang masa jatuh
tempo uji ulang, namun tidak ada informasi di mana dan oleh siapa pengujian
tabung dilakukan. Sedangkan untuk sertifikasi kelayakan dari Kementerian
Tenaga Kerja, lebih parah karena tidak ada informasi dalam label tabung LPG
3 kg yang bisa diakses konsumen bahwa tabung tersebut telah mendapat
sertifikasi kelayakan dari Kementerian Tenaga Kerja.

Anehnya, dari serangkaian ledakan tabung LPG, tidak ada sama sekali
pernyataan dari pejabat Kementerian Tenaga Kerja tentang keberadaan tabung
yang diduga menjadi sebab ledakan, apakah sudah mendapat sertifikat
kelayakan atau belum dari Kementerian Tenaga Kerja. Dari jutaan tabung
LPG yang beredar di pasar, terus terang publik tidak pernah tahu apakah
tabung itu sudah mengantongi sertifikat kelayakan dari Kementerian Tenaga
Kerja atau belum. Untuk itu pemerintah bersama Pertamina harus menjamin
semua tabung LPG yang beredar di pasar telah memenuhi sertifikasi
kelayakan dari Kementerian Tenaga Kerja, dan kalau perlu ada penanda

khusus dalam setiap tabung LPG. Sedangkan untuk tabung LPG bodong alias



tidak bersertifikat Kementerian Tenaga Kerja, Pertamina harus menariknya
dari pasar.

Selain faktor tabung, hal lain yang diduga ikut memicu terjadinya
ledakan adalah kondisi perlengkapan berupa selang, regulator dan kompor.
Atas dasar alasan keselamatan, pemerintah telah menetapkan Standar Nasional
Indonesia (SNI) untuk perlengkapan LPG sebagai SNI wajib. Ironisnya, di
pasar masih dengan mudah didapati perlengkapan, seperti selang dan
regulator, yang tidak ber-SNI. Untuk itu, pemerintah harus mensterilkan pasar
dari produk perlengkapan LPG yang tidak ber-SNI. Dari lokasi terjadinya
ledakan tabung LPG, pada umumnya di tingkat pengecer dan konsumen.
Mengingat produk LPG masuk kategori barang yang berbahaya dan mudah
terbakar, ia butuh penanganan khusus. Untuk itu, harus dipastikan dari seluruh
mata rantai distribusi LPG sampai ke konsumen agar mereka mengetahui
tentang karakter produk LPG, mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh
dilakukan terhadap produk LPG. Untuk itu, adanya manual instruksi
keselamatan menjadi sangat penting.

Terakhir, kasus ledakan tabung gas LPG telah banyak memakan
korban jiwa, dengan demikian ada unsur tindak pidana, minimal karena
kelalaian telah mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Untuk itu, harus
ada pertanggungjawaban pidana, dan polisi harus menuntaskan kasus ledakan
tabung LPG dengan melimpahkan ke jaksa penuntut umum untuk selanjutnya
disidangkan di pengadilan. Adalah sebuah ironi bila puluhan peristiwa ledakan

tabung LPG yang telah menimbulkan kerugian berupa hilangnya nyawa dan



harta benda tetapi tidak ada pihak yang bertanggung jawab dan tidak ada
pihak yang bersalah.

Berangkat dari hal itulah muncul ide penulis untuk meneliti berbagai
persoalan seputar tragedi meledaknya tabung gas LPG dengan judul “HAK-
HAK KONSUMEN KORBAN LEDAKAN GAS LPG TINJAUAN HUKUM

ISLAM”

B. POKOK MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok masalah dapat

dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana hak-hak konsumen korban ledakan gas LPG menurut
peraturan perundang-undangan nomor 8 tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen?

2. Bagaiman hak-hak konsumen korban ledakan gas LPG dalam

tinjauan hukum islam?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN

Sesuai dengan pokok masalah di atas, maka terangkum tujuan dari
penelitian yaitu:

1. Untuk memberikan kejelasan pelaksanaan konsep perlindungan hak-hak

konsumen dalam Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan

hak-hak konsumen.



2. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap perlindungan hak-
hak konsumen dalam Undang-undang perlindungan konsumen.
Adapun kegunaan dari penelitian yaitu:

1. Secara Teoritis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan

wawasan terhadap pengembangan ilmu hukum dan hukum islam.

b. Upaya menumbuhkan tradisi dan praktik penelitian dikalangan

akademisi demi perkembangan nilai intelektual.

2. Secara Praktis

a. Sebagai masukan bagi pembuat undang-undang, aparat penegak hukum
serta masyarakat luas yang merupakan konsumen untuk lebih
meningkatan pengawasan terhadap pelaku usaha dan bagi pelaku usaha
agar lebih bertanggungjawab dalam menghasilkan produk yang lebih
berdaya guna dengan tidak hanya mengaharapkan profit tanpa

memikirkan kepentingan konsumen sebagai manusia.

b. Memberi masukan kepada pemerintah, para pembuat undang-undang,
pejabat yang berwenang seperti Lembaga Konsumen Indonesia serta
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen serta aparat penegak hukum
untuk lebih peka terhadap masalah perlindungan konsumen ini dan
kepada konsumen sendiri agar lebih berani dalam meningkatkan

kemampuan dan kemandirian untuk melindungi diri.



D. TELAAH PUSTAKA
Masalah konversi minyak tanah ke gas LPG sebenarnya telah banyak
yang membahas, namun rata-rata pembahasan itu sekedar memuat kebijakan
pemerintah saja. Seperti skripsi yang ditulis oleh Nail Ulfa Sa’adah dengan
judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Konversi Minyak
Tanah ke Gas LPG (Stusdi kasus di Kota Yogyakarta)” yang menyoroti
tentang implementasi minyak tanah dan keberlanjutan konversi berdasarkan

ke maslahatan sebagai tujuan dasar dan kebijakan.

Disebutkan juga dalam sebuah artikel “menyoal konversi minyak tanah
ke gas LPG” yang merealisasikan program konversi minyak tanah ke gas atau
yang lebih dikenal dengan LPG. Bahwasanya program ini merupakan upaya
pemerintah untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap minyak
tanah yang semakin berkurdngarena cadangan gas Indonesia relatif lebih
banyak ketimbang minyak bufi

Juga dalam peneltian yang dilakukan Lembaga Konsumen Yogyakarta
(LKY) memngenai “Sosialisasi Konversi Minyak Tanah” telah
merekomendasikan bahwa kebijakan itu perlu adanya sosialisasi yang tepat
dari sisi bentuk, strategi dan materi dari pemerintah dan Pertamina serta pihak

terkait lainnya. Pemerintah dan Pertamina harus mampu menjamin kepastian

8 “menyoal Konversi Minyak Tanah ke LPG”, “Http://www.Simpuldemokrasi.com/

simpul/?g= node/453, akses tanggal 15 Februari 2011

® Zainal Ali Muslim Hidayat, Mengkonversi Konversi Minyak Tanah ke ’'P&ompas,
(Selasa, 28 Agustus 2007) him. 1
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harga hingga konsumen akhir serta ketersediaan isi ulang di pasaran, sekalipun
konversi ini  merupakan kebijakan pemerintah  pusat, namun
Gubernur/Bupati/Walikota hendaknya bisa mengambil sikap tegas bila terjadi
permasalahan dalam programhi.

Masalah prlinduangn konsumen pun sebenarnya juga sudah banyak
yang menyoroti dan meneliti karena persoalan pada hak-haknya yang telah
dirugikan oleh perilaku produsen, perantara usaha dalam perdaffangan
Sebagaimana dari penelitian yang ditulis Ni'matun Minallah dalam skripsinya
yang berjudul “Perlindungan Konsumen dalam Perdagangan (Studi Atas
Import Paha Ayam dari AS)”, yang menekankan pada perlindungan konsumen
dalam posisi sebagai konsumen muslim yang jelas harus dilindungi secara
hukum terhadap barang-barang komoditi yang Halal

Penelitian lain mengenai perlindungan konsumen adalah penelitian
yang dilakukan oleh Nur ‘Azizatil Ajibah yang berjudul “Perlindungan
Konsumen dalam Transaksi E-commerce (Tinjauan Hukum Islam)”, yang

menekankan pada masalah bagaimana perlindungan konsumen terhadap

9 Lembaga Konsumen YogyakarteSdsialisasi Konversi Minyak TarfahKdaulatan
rakyat, No. 86, Th LXIII (Sabtu, 12 Januari 2008), him.2

1 Sudaryatmo, Masalah Perlindungan Konsumen di Indoné§Bandung: Citra Adytia
Bhakti, 1995), him. 5

2 Ni'matun Minallah, “Perlindungan Konsumen dalam Perdagangan (Studi Atas Import
Paha Ayam dari AS)”, Skripsi tidak diterbitkan Jurusan Mu’amalat Fakultas Syari'ah Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2003.
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konsumen yang melakukan transaksi perdagangan melalui internet dan
bagaimana tinjauan hukum islamhya

Selanjutnya penelitan yang ditulis oleh Risma Qumilaila yang berjudul
“Perlindungan Konsumen Terhadap Bahan-bahan Kimia Berbahaya pada
Makanan (Studi Komparasi Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan
Konsumen)”, yang ditekankan pada pembandingan antara hukum islam dan
undang-undang perlindungan konsumen mengenai sanksi bagi pelaku
pengguna bahan kimia berbahaya pada makanan

Juga dalam penelitian lain oleh Mukhlisin berjudul, “Tinjauan Hukum
Islam Terhadap Perlindungan Hak-hak Konsumen Dalam Undang-undang No.
8 Tahun 1999"mengenai ketentuan hukum Islam dalam meninjau keberadaan
undang-undang perlindungan konsumien

Berbeda dengan penelitian-penelitian di atas, dalam peelitian ini ingin
menekankan pada pembahasan perlindungn konsumen dari aspek hak-hak

konsumen sebagai korban ledakan gas LPG ditinjau dari segi hukum islam.

3 Nur ‘Azizatil Ajibah, Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-commerce
(Tinjauan Hukum Islam) Skripsi tidak diterbitkan Jurusan Mu’'amalat Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2003.

14 Risma Qumilaila, Perlinungan Konsumen Terhadap Bahan-bahan Kimia Berbahaya
pada Makanan (Studi Komparasi Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Konsumen)
Skrpsi tidak diterbitkan Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari’ah Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008.

15 Mukhlisin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hak-hak Konsumen Dalam
Undang-undang No. 8 Tahun 1999”, Skripsi tidak diterbitkan Jurusan Mu'amalat Fakultas
Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2002.
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E. KERANGKA TEORI

Yang dimaksud dengan perlindungan konsumen, adalah "segala upaya
yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan
kepada konsumen. Dalam Black s Law Dictionary edisi 6 dikatakan bahwa:

"Consumer protection refers to laws designed to aid retail consumers of

goods and services that have been improperly manufactured, delivered,

performed, handled, or described. Such laws provide the retail
consumer with additional protections and remedies not generally
provided to merchant and others who engaged in business transactions,
on the premise that consumers do not enjoy an arms-length" bargaining
position with respect to the businessmen with whom they deal and
therefore should not be strictly limited by the legal rules that govern
recovery for damages among businessmén.”

Jadi, perlindungan konsumen ini adalah suatu upaya (dalam lapangan
hukum) yang diberikan kepada konsumen pada saat konsumen tersebut mulai
melakukan proses pemilihan serangkaian atau sejumlah barang dan atau jasa
tersebut dan selanjutnya memutuskan untuk menggunakan barang dan jasa
dengan spesifikasi tertentu dan merek tertentu, hingga akibat yang terjadi
setelah barang dan jasa tersebut dipergunakan oleh konsumen. Sebagaimana
yang disebut terdahulu, yaitu upaya perlindungan pada saat konsumen tersebut
mulai melakukan proses pemilihan serangkaian atau sejumlah barang dan atau
jasa disebut upaya preventif, sedangkan upaya selanjutnya disebut dengan
upaya kuratif.

Konsumen dilindungi dari setiap tindakan atau perbuatan dari

produsen barang dan atau jasa, importer, distributor penjual dan setiap pihak

yang berada dalam jalur perdagangan barang dan jasa ini, yang pada

*  Ahmad Zubaidi, Kontekstualisasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumén Makalah Jurusan PMH Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta 2006.



13

umumnya disebut dengan nama pelaku usaha. Ada dua jenis perlindungan
yang diberikan kepada konsumen, vyaitu perlindungan priventif dan

perlindungan kuratif. Perlindungan preventif adalah perlindungan yang

diberikan kepada konsumen pada saat konsumen tersebut akan membeli atau
menggunakan atau memanfaatkan suatu barang dan atau jasa tertentu, mulai
melakukan proses pemilihan serangkaian atau sejumlah barang dan atau jasa
tersebut dan selanjutnya memutuskan untuk membeli, atau menggunakan atau
memanfaatkan barang dan jasa dengan spesifikasi tertentu dan merek tertentu

tersebut.

Perlindungan kuratif adalah perlindungan yang diberikan kepada
konsumen sebagai akibat dari penggunaan atau pemanfaatan barang dan/atau
jasa tertentu oleh konsumen. Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa
konsumen belum tentu dan tidak perlu dipersamakan dengan pembeli barang
dan atau jasa, meskipun pada umumnya konsumen adalah mereka yang
membeli suatu barang atau jasa. Jadi seseorang dikatakan konsumen cukup
jika orang tersebut adalah pengguna atau pemanfaat atau penikmat dari suatu
barang atau jasa, tidak peduli ia mendapatkannya melalui pembelian atau

pemberian.

Dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan
Konsumen (UUPK), konsumen didefinisikan “setiap orang pemakai barang

dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan sendiri,
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keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk

diperdagangkart”.

Pada dasrnya aturan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini antara lain bertujuan untuk
meningkakan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan
menuntut hak-haknya sebagai konsumen dan menumbuhkan kesadaran pelaku
usaha mengenai perlindungan terhadap konsumen, sehingga tumbuh sikap
yang jujur dan bertanggung jawab dalam usaha. Fokus aturan main tersebut
ditekankan pada hak dan kewajiban pelaku usaha dan perbuatan yang dilarang

bagi pelaku usaha.

Kaitannya dengan masalah LPG ini, pemerintah sebagi pelaku uaha
merupakan badan yang selayaknya bertanggung jawab atas keselamatan
rakyatnya sebagai konsumen dari LPG yang mereka berikan. Oleh karena itu
pemerintah seharusnya menyerahkan atau menanyakan hal ini kepada orang-
orang yang lebih tahu pada bidangnya, sehingga mereka dapat
bertanggungjawab akan hal-hal atau kemungkinan-kemungkinan yang terjadi,
seperti maraknya ledakan gas LPG yang semakin merisaukan masyarakat
tersebut. sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Anbiya’ (21) ayat 7
menyeru agar, bila kita tidak mengetahui dalam suatu hal maka hendaklah kita

menanyakan kepada ahlinya.

" Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen. Bab 1 Pasal 1
butir (2)
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M0 sadai¥ ST 0] Sl 1 lend

Kebijakan Pemerintah mengenai konversi dari minyak tanah ke gas
merupakan langkah yang cukup jitu dalam mengurangi emisi atau polusi
udara, karena fakta membuktikan emisi yang dihasilkan oleh gas cenderung
lebih sedikit dibanding dengan minyak tanah. Dari kebijakan itu rakyat layak
menerapkan firman Allah Swt. yang terdapat dalam Qs an-Nis&' (4): 59
tentang perintah taat kepaddu al-amr selama mereka menyuruh pada

kebaikan dan kemaslahatan bersama.

RPCOT RN I S P PO R PP T PP R MU VIE

Konsep yang memerintahkan manusia untuk taat kepada Allah dan
Rasul sertaulil amr (pemerintah). Pemerintah disini merupakan orang yang
adil yang memberikan kemudahan bagi rakyatnya. Pada prinsipnya kemudahan
merupakan aspek kemaslahatan dalam hal mencapai sebuah keadilan dalam
upaya menyelesaiakan suatu masalah, sehingga untuk mencapai kemaslahatan
tersebut harus berpedoman pada kemudahan dalam prosedur pelayanan
mekanisme, penyelesaian masalah yang harus memberi rasa keadilan dan
kepuasan bagi masing-masing pihak, menghindari dari rasa ketidak pastian

hukum serta membangun citra dan kesadaran hukum.

18 Al-Anbiya’ (21): 7

9 An-Nisa’ (4): 59
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Akan tetapi, fakta itu berubah pada saat pemerintah dirasa gagal
menerapkan kebijakan tersebut dengan maksimal. Terbukti banyak sekali
kasus ledakan gas LPG yang seharusnya menjadi alternatif positif bagi rakyat
sebagai konsumen, justru menjadi sesuatu yang dikawatirkan karena banyak
menimbulkan kerugian baik materi atau pun jiwa. Akhirnya konsep taat
trerhadap pemerintah yang seharusnya dilakukan oleh rakyat pun berubah

menjadi kecaman dan cemoohan.

Seharusnya dalam konteks seperti itu, diskursus yang menarik untuk
dikedepankan adalah menyangkut langkah apa yang betul-betul pas pada
pertangungjawaban dalam rangka konversi dari minyak tanah ke gas LPG.
Dalam firman Allah Swt. menyebutkan QS. An-Nisa’ (4) ayat 58 mengenai

keadilan.

| 5oSE O )y 2aSom 1315 Ll () LY 195 01 oSl ) o
) s et OIS owv_{x@ug;&\ o Jasl
Selain itu dalam agama Islam perlindungan terhadap konsumen atau
rakyat mendapat porsi yang sangat besar, karena nilai pengabdian atau amanah
yang dipikul oleh rezim penguasa dapat dinilai dari aspek keberhasilannya
memberikan pelayanan terbaik kepada rakyatnya, seperti memberikan kualitas
dan jaminan keamanan terhadap LPG yang merupakan salah satu agenda besar

pemerintah melalui konversi minyak tanah kepada LPG.

2 An-Nisa’ (4): 58
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Islam sangat menekankan niléa’adul kepada siapapun. Oleh
karenanya, sebagai pemerintah yang adil haruslah dapat memberikan
tanggung jawabnya atas apa yang telah mereka berikan kepada
masyarakatnyalllat yang disebabkan LPG merupakan resiko yang harus

ditanggung oleh pemerintah. Sebagaimana dalam kaedah figihnya,
Voleall £ A
Agar adanya kebijakan konversi minyak tanah ke gas LPG ini

selayaknya dapat memberikan kemaslahatan bagi umat. Sebagaimana dalam

kaedah figihyah disebutkan:

Maslally by ) ) e ala¥1 O s

Sesuai dengamagashid as-syari’akemaslahatan yang harus dimuat
pemerintah yaitu kemaslahtan yang seseuai dengan tiga tingkat kebutuhan
umat. Yaitu kebutuhandharuriyat kebutuhan hajiyat dan kebutuhan

tahsiniyat

Kebutuhandharuriyat yaitu kebutuhan yang harus ada atau disebut
dengan dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak dapat

terpenuhi, akan terancam keselamatan umat baik di dunia maupun di akhirat.

Kebutuhanhajiyat yaitu kebutuhan-kebutuhan sekunder, di mana bila

tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan

L Himam Bajuri,“al-Qawad’id al-Fighiyah min al-Asybah wa Nazoir’(Yogyakarta:
Ma’had Wahid Hasyim, 2010), him. 20

22 Jalaluddin bin Abi Bakar as-Suyutal*Asybah wa an-Nadir”, hal. 83
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mengalami kesulitan. Syari'at Islam menghilangkan segala macam kesulitan
tersebut, adanya hokunmukhshah (keringanan) merupakan kepedulian

Syari'at Islam terhadap kebutuhan ini.

Kebutuhantahsiniyat yaitu kebutuhan yang apabila tidak dipenuhi
tidak mengancam eksistensi dari salah satu lima potead@shid as-syari’at
(hifzh ad-Din, hifzh an-Nafs, hifzh al-‘Aql, hifzh al-Md@én hifzh an-Nasl

serta tidak pula menimbulkan kesulitan.

Oleh karena itu, pemerintah wajib memberikan sosialisasi dalam
perumusan konversi minyak tanah ke gas LPG dengan suatu ketetapan

undang-undang sebagai pijakan hukum.

Keadilan sosial tidak selamanya tidak sesuai dengan kemauan
individu, sebab keadilan itu merupakan keadilan untuk individu dan
masyarakat. Kehendak individu mestilah disesuaiakan dengan jalan tengah
antara kepentingan individu dan masyarakat agar keadilan terlaksana dalam
segala bentuk dan corak kehidupan, seperti kepemilikan, efisiensi ekonomi
dan stabilitas pertumbuhan ekonomi, sedang hasil akhirnya adalah

peningkatan kesejahteraan so$fal.

F. Metode Penelitian
Agar penelitian berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat

dipertanggungjawabkan maka penelitian ini memerlukan suatu metode

2 sayyid Qutub, Keadilan Sosial Dalam Islainalih bahasa Alif Muhammad (Bandung:
Pustaka, 1994) him. 103
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tertentu. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan proposal ini
adalah sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan di Desa
Karanglo Kidul, Jambon, Ponorogo, Jawa Timur., yaitu penelitian yang
menekankan sumber informasinya dari objek penelitian berupa
maksimalisasi perlindungan konsumen, buku-buku atau literatur yang
menjelaskan seputar perlindungan konsumen, dan berbagai sumber lain
yang berkaitan dengan objek penelitian.
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat preskriptif, dari serangkaian kejadian ledakan
gas LPG tersebut apakah hak dan kewajiban korban sebagai konsumen
telah dipenuhi sesuai dengan hukum Islam.
3. Pendekatan penelitian
Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif,
dan yuridis. Pendekatan normatif ini digunakan untuk melihat aturan-
aturan hukum perlindungan hak-hak konsumen dengan menggunakan
kaedah-kaedah figh dan ushul figh serta prinsip-prinsip yang ada dalam
hukum islam yakni al-Qur'an. Sedangkan dari segi yuridis, pendekatan ini
berfungsi untuk melihat objek hukum yang bersangkutan, karena berkaitan
dengan produk perundang-undangan yaitu Undang-undang Perlindungan
konsumen No. 8 tahun 1999 yang di dalamnya juga memuat tentang hak

dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha.
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4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkidhyang sangat dibutuhkan

sehubungan dengan referensi yang sesuai dengan objek. Dalam peneitian

ini dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

a. Data yang Dibutuhkan atau Diperlukan

1)

2)

Wawancara

Dilakukan dengan beberapa pihak terkait dalam masalah ini,
seperti korban, tetangga korban serta pihak yang menangani kasus

tersebut.

Dokumentasi

Sebagai acuan menganalisis data, merujuk pada buku-buku,
undang-undang dan juga sumber-sumber lain mengenai kasus

ledakan gas LPG.

b. Bahan

1)

2)

Bahan Primer

Diperoleh dari wawancara kepada subjek penilitian, yang dilakukan
dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan
terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi
masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan
ketika wawancara.

Bahan Skunder
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Diperoleh dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan
landasan praktis, seperti peraturan perundang-undangan, karia

ilmiah atau dari sumber-sumber lain.

5. Analisis data
Data-data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan dan dianalisis
dengan metode kuantitatif dengan pendekatan induktif yaitu dengan cara
mencari fakta yang konkrit kemudian ditarik kesimpulan secara general

yang bersifat umum.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Agar pembahasan skripsi ini mudah dipahami dan sistematis,
penyusun membagi skripsi ini ke dalam bab-bab dan sub bab, yang secara
garis besar sistematika pembahasan terdiri dari lima bab.

Bab pertama, pendahuluan yang merupakan pengantar dari skripsi ini,
di dalamnya dipaparkan mengenai latar belakang masalah dari permasalahan
yang menjadi pokok bahasan, setelah ditemukan pokok masalah, tujuan dan
kegunaan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini, kemudian
dikemukakan pula beberapa karya tulis yang terkait dengan permasalahan,
serta kerangka teoretik yang mendasari dalam penyusunan ini, merumuskan
metode yang digunakan dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, diuraikan sejarah konversi serta tinjap@rindungan

konsumen secara normatif dan yurigisng meliputi pengertiakonsumen,
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hak-hak konsumen serta hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku
usaha dan juga konsumen.

Bab ketiga, membahas dampak ledakan LPG serta kebijakan
pemerintah perihal bahaya yang timbul dari LPG.

Bab keempat, memberikan analisa terhadap tinjauan hukum normatif-
yuridis terhadap hak-hak korban ledakan gas LPG di Indonesia.

Bab kelima, merupakan penutup, memuat tentang kesimpulan dan

saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis dapat

membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4 huruf
a UUPK tentang hak-hak konsumen, korban ledakan gas LPG desa
Karanglo belum sempurna mendapatkan haknya. Seperti untuk
mendapatkan kenyamanan, keamanan serta keselamatan atas suatu
produk, terbukti dengan terjadinya ledakan LPG yang akhirnya hanya
menjadi kecaman bagi masyarakat untuk menggunakannya. Apalagi
sebelumnya masyarakat Karanglo Kidul belum mendapatkan
pembinaan dan pendidikan LPG yang sesuai juga dengan Pasal 4 huruf
f UUPK. Akan tetapi, hal lain yang dilakukan pemerintah dalam
memenuhi hak konsumen, adalah sesuai dengan Pasala 4 huruf h UUPK
mengenai hak konsumen serta pasal 19 UUPK menegenai tanggung
jawab pelaku usaha, pemerintah telah memberikan ganti rugi sebagai
bentuk tanggung jawabnya atas kecelakaan yang menimpa korban yang
selanjutnya pemerintah juga memberikan pembinaan terhadap
masyarakat perihal penggunaan dan perawatan LPG yang baik dan

benar.

67
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2. Berdasarkan tujan syari'at m@gishid asy-syatah) adalah
kemaslahatan umatm@shlahat mursalgh yang bertujuan untuk
menjaga agamaH(fzh ad-Din, jiwa (Hifzh an-Nafy, akal {Hifzh al-

Aql), harta hifz al-Mal) dan keturunanh{fz an-Nas), maka pemerintah
dlam konversinya harus memperhatikan lima pokok dasar kemaslahatan
tersebut. Sesuai dengan hak yang diatur dalam syari’at jugahgajtu
al-‘Am, hag al-‘Ibad dan hak gishos maka pemerintah sebagai pelaku
dari kebijakan konversi tersebut harus bertanggung jawab akan apa

yang terjadi dari kebijakannya itu.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran

sebagai berikut:

1. Perlunya tinjauan kembali oleh pemerintah mengenai konversi mitan
ke LPG, serta tinjauan terhadap produk-produk yang berkenaan
dengan perangkat LPG. Sehingga dengan adanya konfersi ini tidak

membawanadlaratkepada manusia atau konsumen.

2. Perlunya pensosialisasian kembali perihal penggunaan dan perawatan
tabung gas LPG serta perangkatnya terhadap masyarakat, khususnya

masyarakat pedesaan.

3. Terjalinnya iklim yang bagus, sehingga tercipta kemaslahatan

bersama.
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